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ABSTRAK

ZUNIA RAHMAWATI (NIM. 1517007). “ Penafsiran Hukum
Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX1/2023".
Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah. Universitas
Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Dr. Achmad Muchsin,S.H.I., M.Hum.

Penelitian ini menjelaskan terhadap Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI1/2023 dalam putusan ini menguji
pengujian pada penjelasan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 terkait penerapan sistem zonasi yang diselenggarakan oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai layanan pada pendidikan
nasional. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan
menganalisis jenis penafsiran hukum dan akibat hukum di dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI1/2023. Jenis metode
penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Adapun
pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-
undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil
penelitian ini adalah penafsiran hukum yang digunakan oleh Mahkamah
Konstitusi dalam putusan Nomor 85/PUU-XX1/2023 pengujian Pasal 11
ayat (1) UU Sisdiknas Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran
tekstual. Penafsiran tekstual adalah penafsiran konstitusi yang dilakukan
dengan cara memberikan makna lembaga legislatif. Dengan demikian
penafsiran ini menekankan pada pengertian atau pemahaman terhadap
kata-kata yang tertera dalam konstitusi atau undang-undang
sebagaimana yang pada umumnya dilakukan oleh kebanyakan orang.
Dengan adanya putusan ini seharusnya penafsiran yang digunakan oleh
Mahkamah Konstitusi yaitu penafsiran sosiologis dimana penafsiran ini
untuk menafsirkan berdasarkan kondisi tujuan kemasyarakatan.
Sehingga dapat menimbulkan akibat hukum yang berbeda. Akibat
hukum yang ditimbulkan pada penafsiran tekstual yaitu bahwa ketentuan
yang diajukan oleh pemohon dalam Pasal 11 ayat (1) UU Sisdiknas
masih tetap berlaku berdasarkan penafsiran pada sebelumnya.
Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan pada penafsiran sosiologis
masyarakat merasa hak-haknya dalam pendidikan terpenuhi dan
dilindungi oleh hukum dan tanpa diselimuti rasa takut terhadap adanya
penerapan sistem zonasi.

Kata Kunci : Penafsiran Hukum, Mahkamah Konstitusi, Sistem Zonasi
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ABCTRACT

ZUNIA RAHMAWATI (NIM. 1517007). “Legal Interpretation of the
Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XX1/2023". Thesis
Program Costitutional Law. Faculty of Sharia. UIN K.H. Abdurrahman
Wahid Pekalongan.

Pembimbing Dr. Achmad Muchsin,S.H.I., M.Hum.

This research explains the Constitutional Court Decision
Number 85/PUU-XXI/2023 in this decison examining the test in the
explanation of Article 11 paragraph (1) of Law Number 20 of 2003
related to the implementation of the zoning system organized by the
Governments as a service to national education. The purpose of research
is to explain and analyze the type of legal interpretation and legal
consequences in the Constitutional Court Decision Number 85/PUU-
XX1/2023. The type of research method us is the normative juridical
method. The approaches used are the statutory approach, case
approach, and conseptual approach. The result of this research is that
the legal interpretation used by the Constitutional Court in Decision
Number 85/PUU-XXI/2023 testing Article 11 paragraph (1) of the
National Education System Law uses textual interpretation. Textual
interpretation is the interpretation of the constitution carried out by
giving mening to the legislature. Thus, this interpretation emphasize the
understanding or comprehension of the words listed in the constitution
or law as is generally done by most people. With this decision, the
interpretation used by the Constitutional Court should be a sociological
interpretation where this interpretation is to interpret based on the
conditions of sosial goals. So that it can lead to different legal
consequences. The legal consequences that are considered.

Keywoard : Legal Interpretation, Constitutional Court, Zoning System
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-
XX1/2023 terkait pengujian Undang-Undang 20 Tahun 2003
tentang sistem pendidikan nasional yang telah diputuskan oleh
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Rabu,
tanggal 27 september 2023 atas nama Leonardo Siahaan sebagai
pemohon. Pemohon mengajukan permohonan perkara pengujian
materil terhadap materi muatan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pemerintah dan
pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan,
serta menjamin terselenggaraannya pendidikan yang bermutu
bagi setiap warga negera tanpa diskriminasi.*

Pemohon merasa bahwa layanan yang diberikan atas
terselenggaraanya sistem pendidikan nasional belum melindungi
hak konstitusionalnya sebagai warga negara Indonesia secara
utuh yang di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945 Pasal 28C ayat (1) vyang di dalamnya
menjelaskan bahwa ““ Setiap orang berhak mengembangkan diri
melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan
pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi,
seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi
kesejahteraan umat manusia”.? Dalam petitum pemohon
menyatakan undang-umdang pasal 11 ayat (1) undang-undang
nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
bertentangan secara bersyarat (Conditionally Uncontitutional)
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,
sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah dan Pemerintah Daerah
wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin

1 Undang- Undang Nomor. 20 Tahun 2003
2 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



terselenggaraannya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga
negara tanpa diskrikinasi dan melarang penerimaan peseerta
didik melalui sistem zonasi atau kebijakan lainnya menimbulkan
kesulitan peserta didik memperoleh pendidikan”. Sistem zonasi
merupakan kebijakan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
yang bertujuan untuk menghadirkan pemerataan akses pada
layanan pendidikan, serta pemerataan kualitas pendidikan
nasional. Salah salah satu penyempurnaan itu dilakukan melalui
penerapan sistem zonasi yang saat ini perolehan hak atas
pendidikan berdasarkan siswa yang zonasinya dekat dengan
sekolah yang dituju dengan domisilinya.® Keadaan tidak setara
akan hak atas pendidikan menyebabkan ketimpangan antara jalur
prestasi dengan jalur zonasi, afirmasi perpindahan orang tua
dengan prestasi yang cukup timpang menyebabkan adanya
potensi terhadap permasalahan hak siswa atas pendidikan.
Dengan  berlakunya penerapan sistem  tersebut
masyarakat merasa haknya dirugikan karena tidak mendapatkan
kebebasan dalam memilih sekolah terbaik yang ingin dituju.
Seperti dampak dari sistem zonasi ini menyebabkan peserta didik
yang mempunyai nilai tinggi tidak bisa diterima disekolah yang
diinginkan karena letak domisili jauh dari letak sekolah tersebut.
Kemudian sistem zonasi ini menimbulkan ketidakadilan dan
ketimpangan akses pendidikan, hal ini seperti dalam sekolah
umum yang memiliki kualitas pendidikan lebih baik, namun sulit
dijangkau oleh peserta didik dari kalangan kurang mampu yang
tinggal di zona lain. Metode sistem zonasi yang dipilih
merupakan untuk mewujudkan dengan adanya ketentuan pasal
tersebut. Sebagaimana sistem-sistem lainnya dalam PPDB
meliputi jalur afirmasi atau prestasi.* Dalam memberikan
putusan hakim Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu harus
memberikan pertimbangan hukum yang berlaku terhadap perkara
yang diajukan oleh pemohon, dalam hal ini juga dapat dilihat

3 Ekanam Sihombing & Ciynthia Hadita, “Persamaan Hak Atas Pendidikan
Terhadap Penerapan Sistem Zonasi” Jurnal Ham Vol 12 Nomor 2 Tahun 2021 No 180.
4 Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX1/2023



3

pada putusan hakim nomor 85/PUU-XXI/2023 bahwa hakim
Mahkamah Kontitusi memutus dan menjatuhkan amar putusan
yaitu menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Hakim Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa dalam
permohonan pengujian inkonstutisionalitas bersyarat norma
pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas, hakim Mahkamah
Konstitusi perlu menguraikan beberapa ketentuan pada Undang-
Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang sistem pendidikan.
Beberapa ketentuan dimaksud adalah pasal 28 C ayat (1)
menyatakan “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui
pemenuhan  kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan
pendidikan dan menfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi,
seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi
kesejahteraan umat manusia”. Kemudian pasal 31 ayat (1)
menyatakan “Setiap warga negara berhak mendapatkan
pendidikan”. Pemohon menghendaki agar ketentuan dalam pasal
11 ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2003 perlu dimaknai
supaya tidak menimbulkan diskriminasi dalam penerimaan siswa
baru dengan menggunakan layanan sistem zonasi.

Menimbang adanya kedua pasal diatas maka permohonan
pemaknaan sebagaimana yang diuraian pemohon menurut
mahkamah sistem zonasi adalah salah satu cara penerimaan
peserta didik baru yang menggunakan pembatasan wilayah yang
dikaitkan dengan minimal dan daya tampung sekolah. Oleh
karena itu, apapun pilihan sistem dalam penerimaan peserta didik
baru, termasuk dengan menggunakan cara lain seperti jalur
afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali atau prestasi adalah
hanya sebuah metode di dalam penatalaksanaan dari sebuah
sistem penerimaan peserta didik baru.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-
XX1/2023 hakim memutuskan permohonan pemohon ditolak
atau tidak dapat diterima karena tidak mempunyai kedudukan
hukum, karena pemohon sebenarnya tidak mengalami kerugian
hak konstitusional baik secara spesifik aktual ataupun potensial.
Seiring dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-



XXI1/2023 yang memutuskan terkait layanan sistem zonasi pada
Pendidikan Nasional diperlukan dengan penafsiran hukum
sehingga dapat mengetahui apakah bertentangan dengan Undang
Undang Dasar 1945. Mahkamah menguji dalam Pasal 11 ayat (1)
UU Sisdiknas mengatur tentang kebijakan pendidikan khususnya
terkait pemberian pendidikan bagi warga negara. Mahkamah
menguji apakah pasal ini sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi
seperti kesetaraan hak dan perlindungan terhadap hak-hak
individu. Sebagai transformasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai
sosial perlu dilakukannya secara sistematis dalam suatu
pendidikan, dan sebagai wujud dalam menciptakan sebuah
peradaban dan pertahanan hidup maka perlu adanya pembekalan
mengenai mengenai keterampilan dan kreativitas. Sehingga
tujuan dari sistem pendidikan adalah agar manusia menjadi lebih
berbudaya dan berakal budi.®

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan
identifikasi masalah penulis tertarik untuk melakukan penelitian
terkait perkara yang diajukan dalam putusan Mahkamah
Konstitusi nomor 85/PUU-XXI1/2023 mengenai pengujian
undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan
nasional. Selain itu penelitian ini juga memiliki tujuan untuk
menyelidiki dan menganalisa Penafsiran Hukum Terhadap
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX1/2023

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penafsiran Hukum Di Dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 85/PUU-XX1/2023 ?

2. Bagaimana Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 85/PUU-XX1/2023 Terhadap Sistem Zonasi Di
Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional ?

> Darda Suahriza dan Adi Sugiarto, Undang-Undang Sistem Pendidikan
Nasional dan Aplikasinya, Laskar Aksara, Jakarta Timur 2013. HIm 5



C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan
penelitian adalah;

1. Tujuan disusunnya proposal ini adalah untuk menjelaskan
tentang Penafsiran Hukum di dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 85/PUU-XX1/2023.

2. Menjelaskan dan menganalisis Akibat Hukum Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX1/2023 terhadap
Sistem Zonasi di dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional

D. Manfaat Penelitian
1. Teoritis
Diharapkan  penelitian  ini  sebagai menambah
pengembangan keilmuan dalam ilmu hukum khususnya
terkait dalam bidang hukum tatanegara. Salah satunya seperti
Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 85/PUU-XX1/2023.
2. Praktis
Diharapkan penelitian ini untuk pembentukan hukum
bagi pembaca serta orang lain. Salah satunya seperti
Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 85/PUU-XXI/2023 tentang sistem pendidikan
nasional

E. Kerangka Teoritik

Untuk mempermudah dalam melakukan analisis
penelitian, maka penulis memerlukan kerangka pemikiran sesuai
dengan pembahasan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini di
butuhkan teori-teori untuk dijadikan sebagai dasar pemikiran
yang sistematis dan logis terhadap permasalahan yang akan
dikaji. Berikut teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian
ini yaitu :



1. Penafsiran Hukum

Penafsiran Hukum (Interpretasi), merupakan salah satu
metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang
gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup
kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa
tertentu. Penafsiran hukum (dilihat dari bentuk hukumnya)
dapat bermakna luas, baik itu penafsiran terhadap hukum
tertulis maupun hukum tidak tertulis. Akan tetapi dalam
praktik, pembedaan antara penafsiran konstitusi atau
penafsiran hukum itu tidak dapat ditarik secara tegas, karena
ketika hakim menafsirkan konstitusi ia tidak dapat dibatasi
hanya dengan melakukan penafsiran terhadap norma-norma
hukum tertulisnya saja sesuai dengan rumusan teksnya,
melainkan dapat saja ia melakukan penafsiran terhadap
norma-norma hukum konstitusi yang tidak tertulis, seperti
asas-asas hukum umum yang berada di belakang rumusan
norma-norma hukum tertulis.®

Penafsiran adalah metode penemuan hukum dalam hal
peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan
pada peristiwanya. Metode penfsiran hukum ini merupakan
sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.
Pembenarannya terletak pada kegunaannya untuk
melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk
kepentingan  metode  sendiri.”  Menurut  Sudikno
Mertokusumo penefsiran hukum atau penafsiran oleh hakim
sendiri merupakan penjelasan yang harus menuju kepada
pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat terkait
peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode
penafsiran ini merupakan jembatan atau alat yang digunakan

®Isharyanto ““ Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi ( Studi Terhadap Undang-
Undang No. 7 Tahun 2004) “, Jakarta : ISBN Tahun 2016, Him 30

7 M. Yusrizal Adi Syaputra, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah
Konstitusi ”, Jurnal Mercatoria, Vol 4 No 2 Tahun 2011. HIm. 75
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untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk
kepentingan metode sendiri.®

Berikut ini beberapa teori-teori yang digunakan dalam

penfsiran hukum yaitu :
a. Teori Penafsiran Gramatikal
Metode penafsiran gramatikal yang disebut juga
metode penafsiran objektif merupakan cara penafsiran
atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui
makna ketentuan undang-undang dengan
menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau
bunyinya. Penafsiran menurut bahasa ini selangkah lebih
jauh sedikit dari sekedar “ membaca undang-undang”.

Dari sini arti atau makna ketentuan undang- undang

dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum. Ini

tidak berarti bahwa hakim terikat erat pada bunyi kata-
kata dari undang-undang.

Karakateristik teori penafsiran gramatikal

1. Fokus pada makna harfiah teks hukum, menafsirkan
hukum berdasarkan arti kata dan kalimat yang
digunakan dalam undang-undang atau peraturan
perundang-undangan.

2. Mengutamakan makna yang jelas dan tegas sesau
kaidah bahasa yang digunakan.

3. Menganalisis sturtur kalimat, susunan kata, dan
hubungan antar kata untuk memahami maksud
pembuat undang-undang.

b. Teori Penafsiran Sistematis, adalah menentukan makna
atau arti satu pasal peraturan perundang-undangan
dengan mengaitkannya pada pasal-pasal lainnya dalam

8 Tim penyusun hukum acara mahkamah konstitusi ,” Hukum Acara Mahkamah
Konstitusi”, cetakan pertama , (Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi , 2010), him 65.



kerangka keseluruhan peraturan atau tata hukum yang

berlaku.®

Karakteristik utama penafsiran sistematis

1. Melihat peraturan perundang-undangan, sebagai
sistematis tidak hanya berfokus pada satu pasal, tetapi
juga melihat bagaimana pasal tersebut terhubung
dengan pasal lain dalam peraturan perundang-
undangan yang Sama, maupun dengan peraturan
perundang-undagan lain yang terkait.

2. Menjaga koherasi hukum, penefsiran sistematis
bertujuan untuk menjaga koherensi hukum, sehingga
tidak terjadi pertentangan antara satu peraturan
dengan peraturan lainnya.

3. Menggunakan berbagai alat bantu, penafsiran
sistematis dapat menggunakan berbagai alat bantu,
seperti sejarah hukum, asas-asas hukum dan doktrin
hukum.

c. Teori Penafsiran Historis, adalah metode penafsiran
hukum yang menafsirkan makna peraturan perundang-
undangan dengan meneliti sejarah pembentukannya. Ada
dua macam interpretasi historis, yakni menurut sejarah
undang-undang dan sejarah hukum. Interpretasi menurut
sejarah undang-undang dikenal juga sebagai interpretasi
subjektif. Hal ini disebabkan oleh penafsirannya
disesuaikan pada pandangan subjektif pembentukan
undang-undang.’® Teori ini berpandangan bahwa makna
suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat di
pahami dengan menelusuri sejarah dan maksud di balik
pembuatannya.

Sifat karakteristik pada teori historis

% Josef M Monteiro “Teori Penemuan Hukum Dalam Pengujian Undang-Undang
Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ”, Jurnal Hukum Prioris, Vol.
6 No. 3 Tahun 2018. HIm. 272

10 Alvin Hamzah, “ Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan
Hakiki”, Jurnal Legisia , Vol 15 Nomor 2 Tahun 2023, Hal. 142
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1. Menekankan pada historis (sejarah) ; penafsiran ini
berfokus pada makna peraturan perundang-undangan
pada saat peraturan tersebut dibuat.

2. Objektif : penafsiran ini berdasarkan fakta-fakta
sejarah yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh
pendapat pribadi penafsir.

3. Dinamis ; penafsiran ini dapat berubah seiring dengan
ditemukannya bukti-bukti sejarah baru.

d. Teori Penafsiran Sosiologis yaitu, penafsiran yang
menghubungkan antara peristiwa yang terjadi dengan
situasi dan kondisi masyarakat yang dilakukan oleh
hakim.** Dengan metode ini, undang-undang yang masih
berlaku tetapi sudah usang diterapkan pada kebutuhan
atau kepentingan masa Kini, tidak peduli apakah hak itu
dikenal pada saat diundang-undangkan atau tidak.
Peraturan disesuaikan dengan situasi sosial baru. Dengan
kata lain, peraturan yang lama (masih berlaku) di
sesuaikan dengan keadaan baru atau diaktualisasikan.*2
Karakteristik teori penafsiran sosiologis
1. Memfokuskan pada konteks sosial , makna hukum

tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks
sosial dimana hukum tersebut diterapkan.

2. Mempertimbangkan nilai-nilai dan norma sosial,
nilai-nilai dan norma sosial yang ada dalam
masyarakat dapat mempengaruhi cara hukum
ditafsirkan dan diterapkan.

3. Melibatkan berbagai perspektif, penafsiran hukum
sosiologis harus mempertimbangkan berbagai
perspektif dari berbagai kelompok dalam masyarakat.

4. Melihat hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan,
tujuan dari penafsiran sosiologi adalah untuk

11 Cecep Cahya Supena “Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan
Hukum” Jurnal Moderat, Vol 8 No 2 Tahun 2022. Hal. 431

12° Alvin Hamzah, “ Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan
Hakiki ”, Jurnal Legisia , Vol 15 Nomor 2 Tahun 2023, Hal. 143
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mencapai keadilan sosial dan melindungi kelompok-
kelompok yang rentan dalam masyarakat.

Menurut Utrecht, setiap penafsiran undang-undang
harus diakhiri dengan penafsiran sosiologis agar keputusan
hakim dibuat secara sungguh-sungguh sesuai dengan
keadaan yang ada dalam masyarakat. Utecht mengatakan
bahwa hukum erupakan gejala sosial, maka setiap peraturan
memiliki tugas sosial yaitu kepastian hukum dalam
masyarakat. Tujuan sosial suatu peraturan tidak senantiasa
dapat dipahami dari kata-kata yang di rumuskan. Oleh karena
itu, hakim harus mencarinya. Penafsiran sosiologi merupakan
jaminan kesungguhan hakim dalam membuat keputusan, oleh
karena itu keputusannya dapat mewujudkan hukum dalam
suasana yang senyatanya dalam masyarakat.™®

e. Teori Penafsiran Komparatif (Perbandingan) adalah
metode penafsiran hukum yang dilakukan dengan
membandingkan beberapa aturan hukum. Dengan
membandingkan, hendak mencari kejelasan mengenai
makna suatu ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sifat karakteristik pada teori penafsiran komparatif :

1. Mengumpulkan dan membandingkan praktik hukum
dari berbagai sumber, teori ini mengumpulkan dan
membandingkan praktik hukum dari berbagai
sumber, seperti perkara hukum, perkembangan
hukum, dan peraturan undang-undang.

2. Menggambarkan hubungan antara hukum dengan
sosial, teori ini menggambarkan hubungan antara
hukum dengan sosial sehingga hukum menjadi lebih
relevan dan efektif dalam mengatasi masalah yang
terjadi.

13 Dadin Eka Saputra, “ Kedudukan Undang-Undang Dan Perpu Dalam
Perspektif Penafsiran Hukum Tata Negara “, Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol
13 No 1 Tahun 2015, Hal. 40

14 1bid. HIm 131
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3. Mengkaji perkembangan hukum, teori ini mengkaji
perkembangan hukum sehingga hukum menjadi lebih
dinamis dan evolusinya dapat diprediksi.

4. Menggambarkan hubungan antara hukum dengan
keadilan, teori ini menggambarkan hubungan antara
hukum dengan keadilan sehingga hukum menjadi
lebih efektif dalam mengatasi masalah yang terjadi.

f. Teori Penafsiran Pragmatis yaitu menafsirkan hukum
dengan memperlihatkan dampak atau konsekuensi yang
akan timbul oleh hukum tersebut. Teori ini memandang
bahwa makna hukum tidak hanya terletak pada teksnya
sendiri, tetapi juga bagaimana teks tersebut diterapkan
dalam situasi nyata.

Karakteristik utama teori pragmatis :

1. Berorientasi pada hasil : Penafsiran hukum yang baik
adalah penafsiran yang menghasilkan konsekuensi
yang paling bermanfaat bagi masyarakat.

2. Kontekstual : Makna hukum tidak statis, melainkan
berubah sesuai dengan konteks sosial yang berada.

3. Multiperspektif :  Penafsiran  hukum  harus
mempertimbangkan  berbagai pandangan dan
kepentingan yang ada di masyarakat.

4. Menekankan pada peran hakim : hakim memiliki
peran aktif dalam menafsirkan hukum dan memilih
makna yang paling sesuai dengan situasi konkret.

5. Dinamis : Penafsiran hukum adalah proses yang
berkelanjutan dan  berubah seiring dengan
perkembangan zaman.®
Teori penafsiran hukum pragmatis merupakan salah
satu teori yang paling berpengaruh dalam hukum
modern. Teori ini menawarkan cara pandang yang

15 Pragmatism and legal interpretatition
Https://iep.utm.edu/leglprag/ diakses pada tanggal 4 april 2024
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berbeda tentang makna hukum dan bagaimana hukum
harus di tafsirkan.
g. Teori Penafsiran Futuristis adalah metode penafsiran
hukum yang bersifat antisipasi dengan menggunakan
penjelasan ketentuan undang-undang yang belum berlaku
atau belum berkekuatan hukum tetap.®

Karakteristik utama teori futuristik.

1. Antisipatif,

bertujuan

untuk  mengantisipasi

kebutuhan dan perkembangan di masa depan,

sehingga hukum dapat tetap relevan dan adaptif.
Dinamis, mengakui bahwa hukum tidak statis dan
perlu terus berkembang sesuai dengan perubahan
zaman.

Teologis, menekankan tujuan dan maksud di balik
peraturan perundang-undanga, bukan hanya pada teks
literalnya.

Progresif , mendorong interpretasi hukum yang
mendukung nilai-niali keadilan dan kemjuan sosial.’

F. Penalitian Relevan

Bahwa dalam penelitian tentang penafsiran hukum telah
banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Berikut ini merupakan
beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terlebih dahulu
yang merupakan suatu penelitian yang terkait adanya penelitian

ini :
No | Nama Judul Hasil Penelitian
Peneliti
1. | Tri Kekuatan Hukum | Dalam putusan
Anggara Dari Putusan | Mahkamah Konstitusi
Putra Mahkamah No. 011/PUU-
Konstitusi yang | 111/2003 mempunyai

143

% H, A. Lawali Hasbibuan & Alvin Hamzah,
Sebagai Alat Mencari Keadilan “ Jurnal Legisia, Vol 15 No 2 Tahun 2023. Hal 142-

“ Metode Penafsiran Hukum

17 Hukum Online; 11 Jenis Interpretasi Hukum , diakses pada tanggal 4 april 2024.
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bersifat mengikat
(Studi atas
putusan
No.011/PUU-
111/2005 tentang
Sistem
Pendidikan
Nasional).!8

keputusan yang setara

dengan undang-
undang, karena
keputusan  tersebut
mengikat pemerintah
dan  DPR  untuk
mengabulkan
permohonan

pemohon yaitu
memenuhi  anggaran
pendidikan  sebesar
20%. Implikasi
putusan  Mahkamah
Konstitusi pada

anggaran pendidikan
dalam APBN tahun

2005-2009 tidak
langsung
dilaksanakan. Maka

keputusan Mahkamah

Kostitusi No.
011/PUU/-111/2005
tentang Sisdiknas
tersebut tidak
langsung

dilaksanakan dengan
memenuhi 20% setiap
tahun, anggaran tetap
dilakukan secara
bertahap oleh
Pemerintah dan DPR.

2. | Wildan Perlindungan Sistem zonasi yang
Rizki Hukum Kepada | diterapkan

Abdul Jabar | Siswa Dalam | pemerintah ~ melalui

Penerimaan menteri  pendidikan

Peserta Didik | dan kebudayaan

18 Tri Anggara Putra, Kekuatan Hukum Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Yang
Bersifat Mengikat (Studi atas putusan No.011/PUU-111/2005 tentang Sistem
Pendidikan Nasional), Yogyakarta : Skipsi Universitas Islam Indonesia. 2012
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Baru Berkaitan
Sistem Zonasi.®

banyak menimbulkan
kontroversi dan pro
kontra di masyarakat
dan  mengakibatkan
calon siswa yang
bertempat tinggal jauh
dari lokasi sekolah

kehilangan
kesempatan untuk
mendaftar  menjadi

salah  satu  siswa
sekolah tersebut.

Wifia Silvi
Dhesinta

Rasio Legis
Putusan Putusan
Mahkamah
Konstitusi Nomor
05/PUU-X/2012
terkait Pengujian
Undang-Undang
Nomor 2003
Tentang  Sistem
Pendidikan
Nasional
(pembubaran
rintisan  sekolah
bertaraf
internasional).?

Putusan perkara
nomor 05/PUU-
X/2012 yang dalam
persidangan
pengujian
konstitusionalitas  di
Mahkamah Konstitusi
adalah merupakan
praktik-praktik yang
terselenggara dalam
sistem RSBI
berdasarkan Pasal 20
ayat (3) uu
Sisdiknas. Objek yang
dijadikan  pengujian
dalam perkara
tersebut adalah
merupakan pengujian
berdasarkan
pelaksanaan  norma
dalam Pasal 50 ayat

1% Wildan Rizki Abdul Jabar, Perlindungan Hukum Kepada Siswa Dalam

Penerimaan Peserta Didik Baru Berkaitan Dengan Zonasi , Jember: Universitas

Jember. 2019
20 Wifia Silvi Dhesinta, “Rasio Legis Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 05/PUU-X/2012 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 2003 Tentang
Sistem Pendidikan Nasional (pembubaran rintisan sekolah bertaraf internasional ”,
Malang : Skripsi Universitas Brawijaya. 2014
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(3) UU Sisdiknas.
Dikabulkannya

permohonan

pemohon untuk
menghapuskan
adanya sistem RSBI
dalam sistem
pendidikan  nasional
di Indonesia

merupakan wujud
perlindungan hak-hak
konstitusional  yang

dilakukan oleh
mahkamah konstitusi
kepada warga
negaranya.

1. Penelitian ini secara umum berbeda dengan penelitian terdahulu.
Perbedaan kedua penelitian ini adalah terletak pada objek
penelitiannya. Penelitian terdahulu menggunakan objek putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor .011/PUU-I111/2005, terkait pada
pasal 49 ayat (1) tentang pemenuhan pendanaan pendidikan
dapat dilakukan secara bertahap sementara penelitian ini
menggunakan objek penelitian putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor. 85/PUU-XX1/2023 mengenai pengujian pasal 11 ayat (1)
tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Penelitian ini memiliki perbedaan secara umum dengan
penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian ini terletak pada kajian
penelitian dimana penelitian terdahulu berdasarkan mengkaji
pada Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2018. Fokus penelitian
terdahulu adalah mengarah dengan perlindungan hukum dalam
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional terkait berlakunya
penerapan sistem zonasi. Sedangkan penelitian ini menggunakan
kajian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 85/PUU-
XX1/2023. Fokus penelitian ini fokus adalah untuk mengkaji
terhadap penafsiran hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi
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Nomor 85/PUU-XX1/2023 terkait pengujian pasal 11 ayat (1)
Undang-Undang Sisdiknas.

3. Penelitian ini secara umum memiliki perbedaan dengan
penelitian terdahulu. Perbedaan antara keduanya yaitu terletak
pada objek penelitian, dimana penelitian terdahulu menggunakan
Rasio Legis Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
05/PUU-X/2012. Objek yang dijadikan pengujian dalam perkara
tersebut adalah pengujian berdasarkan pelaksanaan norma dalam
Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas. Sedangkan penelitian ini
menggunakan objek putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.
85/PUU-XXI1/2023 terkait berlakunya pasal 11 ayat (1) Undang-
Undang Sisdiknas .

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam peneliti ini adalah
penelitian hukum normatif atau doctrinal. Penelitian hukum
dokrinal merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang
dikonsep dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut
oleh pengonsep atau pengembangnya. Penelitian ini
ditujukan pada fokus untuk mengkaji bahan-bahan studi
kepustakaan seperti ; teori-teori hukum, peratura perundang-
undangan dan jurnal. Penelitian ini dinamakan penelitian
hukum normatif atau doctrinal, karena peneliti hanya
ditujukan untuk mengkaji hukum yang di konsep dan
dikembangkan atas dasar doktrin-doktrin hukum untuk
menggali permasalahan yang akan diteliti. 2
2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini  menggunakan pendekatan peraturan
undang-undangan, dan pendekatan kasus serta pendekatan
konseptual. Pendekatan perundang-undangan (Statute
approach) dilakukan dengan menelaah semua peraturan

21 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (NTB : Metaram Universitas Press,
2020), HIm 29.
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perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang

akan penulis diteliti. Pendekatan kasus (case approach)

dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang
dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetep. Pendekatan konseptual

(conseptual approach). Pendekatan ini beranjak dari

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang

dalam ilmu hukum. Dengan dilakukan dengan cara dalam
rangka mencari jawaban atas isu hukum dalam suatu
penelitian hukum.?? Penelitian ini akan membahas mengenai

Penafsiran Hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 85/PUU-XXI1/2023 terkait pengujian materil undang-

undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan

nasional.
3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga sumber bahan

hukum yang akan digunakan yaitu :

a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan hukum
yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar
yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945,
peraturan perundang-undangan putusan pengadilan dan
yurisprudensi.?® Bahan hukum primer yang akan
digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional,

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-
XX1/2023

22 |bid. HIm, 56-57
23 Endang Purwaningsih, « Metodologi Penelitian Hukum ”, (Bandung : Mandar
Maju, 2022.). HIm 57
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b. Bahan Hukum Sekunder, adalah seluruh informasi
tentang hukum yang berlaku atau pernah berlaku atau
semua informasi yang releven dengan permasalahan
hukum. bahan hukum sekunder yang akan di gunakan
oleh penulis seperti buku-buku hukum, karya tulis ilmiah
hukum, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan
objek peneliti.

c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang
memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum
primer dan sekunder.?* Misalnya kamus, ensiklopedia,
dan indek kumulatif.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan hukum yang di perlukan
dalam penelitian ini yaitu menggunakan cara interpretasi dan
identifikasi peraturan perundang-undangan serta sistematisasi
bahan hukum sesuai penelitian yang akan dikaji. Dalam
Penelitian ini metode yang digunakan adalah studi pustaka
yuridis normatif, oleh karena itu teknik pengumpulan bahan
hukum dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik
studi kepustakaan. Studi pustaka adalah pengumpulan data
melalui penelaah sumber-sumber data yang tertulis dan relavan
dengan maksud dan tujuan penelitian seperti buku-buku,
majalah, metode kajian yuridis normatif.?®

. Teknik analisis Bahan Hukum

Teknis analisis data yang akan digunakan dalam
penelitian ini adalah teknik analisa preskriptif. Teknik analisa
preskriptif dalam penelitian hukum merupakan metode yang
bertujuan untuk menghasilkan solusi atau saran terhadap
permasalahan hukum yang dihadapi. Dalam analisa preskriptif

24

24 Zainuddin, “ Metode Penelitian Hukum,” (Jakarta : Sinar Grafika, 2009 ). HIm.

2 1bid, HIm 73
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penelitian untuk memberikan gambaran atau merumuskan
masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.?®

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman
penulis hasil penelitian yang sistematis tentang pokok-pokok
masalah yang akan dibahas maka sistematika pembahasan dalam
penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu ;

Bab Pertama adalah pendahuluan yang menjelaskan
tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan
manfaat penelitian , telaah pustaka, kerangka teoritik dan metode
penelitian.

Bab Ke-dua adalah membahas landasan teori tentang
penafsiran hukum meliputi : Teori penafsiran sistematis, teori
penafsiran historis, teori penafsiran sosiologis, teori penafsiran
komparatif, teori penafsiran pragmatis, teori penafsiran futuristis.

Bab Ke-tiga adalah membahas Gambaran Umum
Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
85/PUU-XXI1/2023 terkait Duduk Perkara dan Pertimbangan
Hukum.

Bab Ke-empat adalah membahas bagaimana Penafsiran
Hukum di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-
XX1/2023 dan implikasi hukum putusan mahkamah konstitusi
Nomor 85/PUU-XX1/2003 terhadap Sistem Zonasi didalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tantang Sistem
Pendidikan Nasional.

Bab Ke-lima yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan
dan saran dari hasil penelitian.

26 Kristiawanto, Memahami Penelitian Hukum Normatif , (Jakarta : Prenada
2022). HIm. 9



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Putusam Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI1/2023
pengujian Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional dengan putusan menolak

permohonan pemohon untuk seluruhnya dapat ditarik

kesimpulan yaitu :

1. Penafsiran hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 85/PUU-XXI1/2023 pengujian pasal 11 ayat (1) UU
No 20 Tahun 2003 Hakim Mahkamah Konstitusi
menggunakan jenis penafsiran tekstual dimana dalam
pertimbangan hakim menyatakan bahwa Pasal 11 ayat (1)
UU Sisdiknas tidak bertentangan dengan UUD 1945. Jika
terkait masalah sistem zonasi diskriminasi itu merupakan
pada implementasi pada penerapan sistem tersebut yang
pengujian konstitusionalnya bukan di mahkamah konstitusi
karena mahkamah tidak berwenang menguji peraturan
pemerintah di bawah undang-undang. Dengan adanya
putusan tersebut maka seharusnya mahkamah konstitusi
menggunakan jenis penafsiran sosiologi hal ini dapat dilihat
bagaimana putusan hukum mempengaruhi dan dipengaruhi
olen kondisi masyarakat. Tujuan penefsiran ini untuk
memastikan bahwa keputusan hukum tersebut tidak hanya
sah secara hukum tetapi juga adil relevan dan bermanfaat
bagi masyarakat secara keseluruhan.

2. Akibat Hukum dari putusan Mahkamh Konstitusi Nomor
85/PUU-XXI1/2023 bahwa menolak permohonan karena
tidak cukup beralasan dengan pengujian Pasal 11 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional yang menimbulkan seperti : Akibat
hukum terhadap perkara terkait diantaranya adalah
keseluruhan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tetap berlaku dan tidak perlu lanjut terhadap putusan
mahkamah tersebut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

63



masih berlaku karena tidak bertentangan dengan UUD 1945.
Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan masyarakat
wajib mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi
tersebut. Kemudian hukum hukum terhadap subjek : bahwa
haknya masyarakat merasa terdiskriminasi oleh berlakunya
penerapan adanya sistem zonasi dan berpotensi khusunya
pada hak atas pendidikan dan hak untuk memilih sekolah.
Adapun akibat hukum yang timbul pada penafsiran sosiologis
adalah bahwa masyarakat merasa hak-haknya dalam
pendidikan terpenuhi dan dilindungi oleh hukum dan tanpa
diselimuti rasa takut terhadap adanya penerapan sistem
zonasi. Mengingat kondisi dan kapasitas berbagai daerah
yang berbeda pemerintah perlu memastikan bahwa setiap
daerah dapat memenuhi standar yang ditetapkan dalam
sistem pendidikan.
B. Saran

1. Mahkamah konstitusi perlu meningkatkan kualitas dan
tingkatannya transparansi dalam proses pengambilan
keputusan, mempertimbangkan fakta hukum, argumentasi
hukum dan partisipasi masyarakat serta referensi
pengambilan keputusan sebelumnya hal ini berbentuk
yurisprudensi konstitusional

2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebaiknya harus
memastikan sistem zonasi tidak mendiskriminasi peserta
didik dengan cara mempertimbangkan berbagai faktor dalam
menentukan jarak yang setara bagi semua peserta didik untuk
mendapatkan pendidikan yang bermutu. Pemerintah perlu
memperkuat insfrastruktur dan kualitas pendidikan di semua
sekolah, tidak hanya di sekolah-sekolah di pusat kota serta
melakukan evaluasi berkala terhadap sistem zonasi untuk
memastikan efektifitasnya dalam mewujudkan pemerataan
akses pendidikan.
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